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ABSTRAK
Nama : Gita Larasati
Nim : 10500113311
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul :Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan
Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka
Pokok masalah penelitian ini adalah :1) Apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hakim MK dalam memutuskan penetapan status tersangka sebagai
objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?
2) Bagaimana objek praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar setelah berlakunya
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah perundang-undangan (The Statue Approach) kasus (Case
Approach), dan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach).
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran berbagai literatur atau
referensi baik dari buku maupun media online serta wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) yang menjadi dasar
pertimbangan hakim konstitusi pada putusan nomor 21/ PUU-XII/2014 paling utama
dan krusial adalah penegakan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses
penyidikan dan pemeriksaan yang harus direalisasikan.2) Pengadilan Negeri
berwenang menangani praperadilan khususnya terkait penetapan status tersangka
sebagai hal yang perlu di taati dan di hormati pasca adanya putusan tersebut.
Impilkasi dari penelitian ini adalah 1) Seharusnya lembaga negara yang satu
dengan yang lainnya harus saling mengimbangi dan mengawasi. 2) Sebaiknya kinerja
Pengadilan Negeri  harus lebih ditingkatkan lagi mengingat masuknya penetapan
tersangka sebagai objek praperadilan akan mengakibatkan banyak pihak yang
ditetapkan sebagai tersangka mengajukan praperadilan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam proses beracara di pengadilan, para penegak hukum, wajib memberikan
perlindungan hukum bagi terdakwa. Tujuannya adalah untuk menghormati Hak
Asasi terdakwa agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi
si terdakwa serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar .
Adanya bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tetap
menjadikan yang bersangkutan berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang
tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan
hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah) .
Seseorang dibebankan suatu perkara dan diamanahkan untuk mewujudkan
suatu putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mewujudkannya tentu harus
ditopang dengan berbagai faktor-faktor pendukung, seperti, terkumpulnya bukti-
bukti, saksi dan lain sebagainya agar dapat memutus putusan yang berkeadilan dan
berkepastian hukum bagi pihak-pihak tertentu, maupun bagi seluruh pihak. Di
Indonesia, perwujudan keadilan dapat ditegakkan melalui paradigma perlindungan
hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam perubahan UUD 1945.
Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur di dalam
1
2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19811 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.
Setelah KUHAP tersebut diundangkan, “...maka telah melahirkan suatu lembaga baru
‘praperadilan’ yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau
HIR)”.2
Beberapa hal baru yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam IR atau HIR
dan sekarang baru tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain:
1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68 KUHAP)
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP)
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal
98 s/d 101 KUHAP)
4. Pengawasan pelaksanaan Putusan Hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP)
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan yakni praperadilan (Pasal 77
s/d 83 KUHAP).3
Praperadilan sendiri dibentuk sebagai sarana kontrol bagi aparat penegak
hukum dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh undang-undang agar tidak
bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini, aparat
penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap
bertindak berdasarkan undang-undang dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
Praperadilan dalam hal ini merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang
kepada Pengadilan Negeri seperti yang terdapat pada Pasal 77 KUHAP, yang
menyatakan bahwa :
1 C. Djisman Samosir, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana (Bandung : Nuansa Aulia,
2013), h.1.
2 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana - Suatu Pengantar (Jakarta : Kencana,
2014), h. 185.
3 Loebby Loqman, Pra-peradilan di Indonesia (Jakarta: Galia Indonesia,1987), h.7.
3Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang :
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau
penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 10  Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan:
“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus : (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2)Sah
atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3)
Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atau kuanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
Disisi lain, Mahkamah Konstitusi sudah menguji ketentuan-ketentuan yang
menyangkut wewenang praperadilan ini. Dalam putusan tersebut, terdapat
penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai
objekpraperadilan. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang
menyatakan:
1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Seiring dengan adanya kewenangan ini, munculnya sebuah permasalahan
penetapan tersangka yang dijadikan objek praperadilan, tentunya memincu adanya
pro-kontra dari berbagai pihak.
4Dengan adanya putusan MK yang sudah bersifat mengikat (erga omnes),
maka Pengadilan Negeri juga berwenang untuk mengadili permohonanan
praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka.Sebagai contoh putusan hakim
Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Sarpin Rizaldi yang mengabulkan
permohonan perkara praperadilan tentang penetapan tersangka Komjen Budi
Gunawan.4
Berdasar pada putusan MK Nomor :21/PUU-XII/2014 ini, pengkajian hukum
selanjutnya, yaitu menelaah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstistusi dalam
menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan objek praperadilan di
Pengadilan Negeri Makassar pasca dikeluarkannya putusan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan
masalah yaitu:
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim MK dalam memutuskan
penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana objek praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar setelah
berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?
4 Fabian Januarius Kuwado, “Hakim anggap permohonan Budi Gunawan Termasuk Objek
Praperadilan”, Kompas News, 16 Februari 2015.
5C. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan hakim
MK dalam memutuskan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 serta objek praperadilan di
Pengadilan Negeri Makassar setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 21/PUU-XII/2014.
D. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk memperoleh pemahaman mengenai penemuan hukum oleh hakim dalam
putusan praperadilan tentang penetapan status tersangka.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan
status tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
b. Untuk mengetahui objek praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar setelah
berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
6E. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menegakkan dan
menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum acara pidana khususnya
yang berkaitan dengan penemuan hukum dan lembaga praperadilan.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis
selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.
b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
penemuan hukum oleh hakim dalam putusan praperadilan tentang pembatalan
status tersangka.
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, untuk
memperbaharui Peraturan Perundang-undangan yang lebih tegas lagi demi
suatu kepastian hukum dalam masyarakat.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan
Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah  peraturan
perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri,
termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Di Eropa dikenal juga lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-
benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (Rechter
commissaris) di Negeri Belanda dan Judge d’ Instruction di Prancis benar-benar
dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan,
penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.
Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu
kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya
perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak.
Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang
praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau
penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah
ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.
81. Pengertian Praperadilan
Jika diteliti istilah yang digunakan dalam KUHAP “praperadilan” maka maksud
dan artinya yang harfia berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti
“praperadian” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.1
Ciri dan eksistensi dari praperadilan yang merupakan suatu lembaga baru
adalah sebagai berikut2 :
a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan
sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri
sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
b. Dengan demikian praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun
sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan
Negeri.
c. Administratif yustisial,personil, peralatan dan finansial bersatu dengan
Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan
pembinaan Ketua Pengadilan Negeri
d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial
Pengadilan Negeri itu sendiri.
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014),
h.187.
2Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP –
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h.1.
9Eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan
tersendiri. Tetapi hanya merupakan lembaga pemberian wewenang dan fungsi
baru yang dilimpahkan dalam KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai
wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.
Kalau selama ini wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri
mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok
maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau
tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan yang dilakukan penyidik atau penunutut umum, yang wewenang
pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.
Hal yang diuraikan diatas, dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1 butir 10
KUHAP, yang menegaskan :
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus :
1) Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan,
2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
3) Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Dengan sarana dan personel yang ada sekarang, cukup memadai
melaksanakan tugas operasional peradilan. Apalagi kasus yang berhubungan
dengan wewenang praperadilan, bukanlah hal yang sulit pemeriksaannya.
Kuantitasnya pun diperkirakan tidak begitu memberati volume kerja dan tugas
pemeriksaan perkara pidana.Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab
10
praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memilih alternatif yang
paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya pada Pengadilan Negeri yang
bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan keadaan dan faktor itulah Ketua
Pengadilan Negeri memilih alternatif yang paling tepat,  berupa :
a) Membentuk tugas Praperadilan yang permanen; jika seandainya secara nyata
suatu pengadilan menghadapi kasus praperadilan sebagai tugas sampingan bagi
para hakim, dalam keadaan yang seperti ini lebih tepat Ketua Pengadilan Negeri
menerapkan satuan tugas permanen, yang khusus berfungsi melayani tugas
praperadilan. Pembentukan satuan tugas permanen dimaksudkan :
b) Mengangkat dan menetapkan seseorang atau beberapa orang hakim dan panitera
yang khusus bertugas untuk melayani pemeriksaan dan penyelesaian kasus-
kasus yang diajukan kepada Praperadilan;
c) Hakim dan panitera tersebut, diangkat dan ditetapkan untuk jangka waktu
tertentu, misalnya untuk masa enam bulan atau untuk masa satu tahun;
d) Selama jangka waktu itu, hakim dan panitera yang bersangkutan, dibebaskan
dari fungsi mengadili perkara. Semata-mata mereka hanya bertugas menghadapi
penyelesaian kasus yang diajukan kepada Praperadilan.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pilihan alternatif ini didasarkan
sesuai dengan laju dan volume kasus yang diajukan kepada praperadilan. Jika
ternyata beban kerja yang diajukan relatif banyak serta tenaga hakim yang ada
cukup tersedia, beralasan untuk memilih pembentukan satuan tugas praperadilan
yang permanen. Akan tetapi jika persoalan yang diajukan kepada praperadilan
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hanya bersifat insidentil serta tenaga hakim yang ada tidak cukup memadai,
Ketua Pengadilan Negeri lebih baik memilih alternatif kedua.
(1) Bentuk tugas rangkap; inilah pilihan alternatif kedua, Ketua Pengadilan Negeri
tidak perlu membentuk satuan tugas permanen. Penyelesaian pemeriksaan kasus
yang diajukan ke Praperadilan dilayani dan dilaksanakan secara insidentil dan
rangkap. Setiap hakim dan panitera yang ada, sewaktu-waktu dapat ditunjuk
untuk memeriksa dan memutus kasus yang diajukan. Dalam bentuk tugas
rangkap yang seperti ini :
a) Hakim dan panitera yang akan melayani tugas pemeriksaan Praperadilan,
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri pada setiap ada kasus yang diajukan.
Tidak ditetapkan hakim dan panitera yang khusus untuk menanganinya dalam
suatu jangka waktu tertentu;
b) Dengan demikian setiap hakim dan panitera, dapat ditunjuk melaksanakan
fungsi praperadilan tanpa membebaskan dari tugas pokok memeriksa dan
memutus perkara pidana dan perdata. Penunjukan mereka dilakukan secara
kasus perkasus tanpa menyampaikan tugas pokok mengadili perkara.
2. Kewenangan Pelaksanaan praperadilan
Sebelumnya sudah disinggung beberapa alasan diajukannya permohonan
praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun disini penulis akan
menguraikan secara lebih jelas mengenai hal tersebut.
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Pelaksanaan praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri
untuk memeriksa dan memutus mengenai beberapa hal yang menjadi alasan
diajukannya Praperadilan di muka persidangan. Kewenangan pelaksanaan
praperadilan  ini timbul karena adanya permintaan praperadilan yang diajukan oleh
tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya (penasihat hukum) atas permasalahan
sah atau tidaknya suatu penangkapan , penahanan dan ganti kerugian dan rehabilitasi
(Pasal 79 jo Pasal 81 KUHAP) dan diajukan oleh penyidik sah atau tidaknya
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum,
serta juga bisa diajukan oleh Penuntut  atas penghentian penyidikan dan penuntutan
(Pasal 80 KUHAP).
Berdasarkan Pasal 77 KUHAP maka alasan diajukannya praperadilan adalah :
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
5. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
6. Sah atau tidaknya benda yang disitasebagai alat pembuktian
Pihak yang akan mengajukan praperadilan, harus membuat surat permohonan
terlebih dahulu. Adapun surat permohonan praperadilan kurang lebih memuat
beberapa ketentuan sebagai mana dijelaskan berikut :
a. Perihal permohonan yaitu “Praperadilan”;
b. Identitas dari para pihak yaitu : pihak pemegang kuasa (penasihat hukum)
mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon: pemerintah c.q
(Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri);
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c. Dasar permohonan (fundamentum petendi) yaitu mengenai apa permohonan ini
diajukan, alasan/duduk persolaan, akibat yang berupa kerugian baik materil
maupun inmateriil (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi);
d. Petitum: yaitu mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.
Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan ditegaskan
dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Rincian wewenang yang diberikan
undang-undang kepada Praperadilan adalah sebagai berikut:
1) Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Upaya Paksa
Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan.
Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya :
a) Penangkapan;
b) Penahanan;
c) Penyitaan.
Berarti, seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta praperadilan untuk
memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.
Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan, bahwa tindakan
penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21
KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang
ditentukan Pasal 24 KUHAP.
14
2) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau   Penghentian
Penuntutan
Salah satu objek yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan
praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian
penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya
penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.Penyidik maupun
penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.
Dengan prasyarat, hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti
untuk meneruskan perkaranya kesidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan
kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab
itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik
atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan
kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili,
dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam
perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur daluarsa untuk menuntut.
Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai
unsur daluarsa dalam perkara sidang yang sedang  diperiksa, wajar penyidikan atau
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penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan dan penuntutan dihentikan perkara yang
bersangkutan tidaklah diteruskan kesidang pengadilan.
Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau
penuntutan sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang? Mungkin saja
alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat! Bisa juga penghentian sama sekali
tidak berasalan. Atau penghentian dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang
bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang
memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum
maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of authority).
Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak
kepada penunut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan
pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan
tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan
praperadilan.
3) Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan
tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya melalui Praperadilan. Tuntutan
ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :
16
(a) Karena pengkapan atau penahanan yang tidak sah,
(b) Atau oleh karena penggeladahan atau penyitaan yang bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang-undang,
(c) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap,
ditahan atau diperiksa.
Analogi sederhana dalam wewenang praperadilan atas tuntutan ganti rugi ini.
Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang ditangkap, di
tahan, dan diperiksa B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruan
mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa. Maka dalam keadaan itu
memberi hak kepada B untuk menuntut ganti kerugian melalui praperadilan.
4) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi
yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan
atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau
rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang
perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.
5) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan
Pada dasarnya, setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum
mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan
seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “ acara
yang berlaku” (due process) dan hukum yang berlaku ( due to law ).
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Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya
paksamerupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan  (personl privacy
right). Bahwa yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam
melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice
system ), dapat di klasifikasikan, meliputi :
a. Penangkapan (arrest);
b. Penahanan (detention);
c. Penggeledahan (searching); dan
d. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure).
3. Pembuktian dalam Praperadilan
Terhadap permohonan praperadilan beban pembuktian terletak pada pejabat
yang berwenang. Kecuali, terhadap permohonan praperadilan mengenai tuntutan
ganti kerugian rehabilitasi atas tindakan upaya paksa dan perkara pokoknya tidak
diajukan ke pengadilan, maka beban pembuktian terletak pada pemohon
praperadilan.
Khusus yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan, hakim
praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pejabat
yang berwenang mengenai:
a. Bukti permulaan yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penangkapan
yang tidak sah;
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b. Bukti yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penahanan yang tidak
sah;
c. Kebenaran materil dari surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Kebenaran materil dari surat pemberitahuan kepada keluarga yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang;
e. Bukti yang menunjang adanya keperluan untuk melakukan penahanan dengan
melakukan penilaian secara objektif terhadap adanya keadaan yang meliputi dan
terdapat pada diri tersangka yang memunculkan dugaan kuat bahwa tersangka
akan melarikan diri dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau
menghilangkan barang bukti dan/atau mempengaruhi saksi-saksi dan/atau
mengulangi tindak pidana.
Khusus sepanjang mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan, hakim
praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pejabat
yang berwenang mengenai alasan-alasan untuk penghentian penyidikan dan/atau
penghentian penuntutan. Mengenai tuntutan ganti kerugian/ rehabilitasi atas tindakan
upaya paksa dan perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan, hakim praperadilan
wajib mempertimbangkan bukti-bukti mengenai kerugian yang diderita oleh
pemohon yang dapat dikalkulasi dan dihitung dengan penalaran yang wajar.
Mengenai permohonan rehabilitasi dan sah atau tidaknya penyitaan, hakim
praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti dari pejabat yang berwenang
sepanjang mengenai: Pertama, alasan-alasan penyitaan dan/penggeledahan tanpa izin
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ketua pengadilan negeri, alasan penetapan police line, dan alasan-alasan mengenai
benda-benda yang disita dan/atau digeledah dan/atau alasan-alasan penggeledahan
atas orang; Kedua, kebenaran materiil dari surat perintah penyitaan dan surat perintah
penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Prosedur Acara Praperadilan
Setiap pihak (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik
atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua
pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan
mengajukan permohonan praperadilan , maka diperlukan surat permohonan
praperadilan.
Acara praperadilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dilaksananakan
berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:
a) Hakim harus menetapkan sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya
permintaan praperadilan;
b) Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para
pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
c) Persidangan dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim
harus sudah menjatuhkan putusan;
d) Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan
praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di
pengadilan;
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e) Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, tidak
menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat
pemeriksaan oleh penuntut umum;
f) Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas
yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi
dari disahkan  atau tidak disahkannya alasan praperadilan.
B. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), Mahkamah
Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui
perubahan ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusi.
Untuk melihat secara jelas kewenangan MK tersebut, selanjutnya akan dikutip
baik kewenangannya yang ditegaskan dalam UUD NRI maupun dalam UU Tentang
MK, berikut ketentuannya:
Pasal 24  C ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan:
“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
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Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b)
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; (c) Memutus pembubaran partai politik; dan (d)Memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi:
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan
tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”
Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 24
Tahun 2003  Tentang Mahkamah konstitusi:
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan
tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan
hukum mengikat (final and binding).”
Pasal  236 c ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Nomor
32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah:
“Penanganan sengketa hasil pengitungan suara pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah
Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini
disidangkan.
C. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim
1. Pengertian Penemuan Hukum
Penemuan Hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum
melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain
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dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum
dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum
adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat
umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (das Sein). Penemuan
hukum dalam arti ini oleh Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan
yang typis logicistic, dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau yang oleh
Wiarda disebut penemuan hukum Heteronom.3
Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang
sebesar-besarnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar
penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup, memperluas dan
membentuk peraturan dalam putusan hakim.
Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara
terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya.
Dalam etat despotiqu yang tidak ada undang-undang, hakim dapat mengadili setiap
peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga
terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Sedangkan dalam negara etat
republikcain, terdapat penemuan hukum yang heteronom dimana hakim menerapkan
undang-undang sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam etat monarchique, meskipun
hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan
3 Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta:Liberty, 2004),
h.37.
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mencari jiwanya. Disini tersapat sistem penemuan hukum yang bersifat heteronom
dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim
wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (contra logom), atau
melalui konstruksi hukum (rechtsconstruksi), baik dengan cara menafsirkan hukum
yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Peranan hakim disini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang
dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral,
maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya
melalui interpretasi.
Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai
sebuah subordinated yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum
bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya
menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk
peristiwa konkret dengan sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi
kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi bukanlah menerapkan undang-
undang.
Sudikno Mertukusumo4 mengemukakan aliran penemuan hukum bebas
merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan
hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saja , tapi hakim
diberikan kebebasan untuk menyimpang. Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini
4Sudikno Mertukusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum (Jakarta: Citra Aditya, 1992 ),
h.45.
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dikemukakan pula oleh Achmad Ali dimana dikatakan bahwa kebebasan yang
diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kewengangan-
kewenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia
berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua masyarakat.
Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan
pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn
berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa hakim tidak terikat kepada
keputusan-keputusan hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi.5
Penemuan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa
melanggar aturan dan norma hukum. Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan
bahwa :
“Hakim dalam memeriksa , mengadili, dan memutuskan suatu perkara
yang dihadapkan kepadanya , pertama-tama harus menggunakan hukum
tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan , tetapi kalau
peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat
dengan permsalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan
mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber hukum
yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum
tidak tertulis.”
2. Alasan Penemuan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu masyarakat tidak
selamanya mampu untuk menjawab masalah-masalah yang ada bahwa Achmad Ali
pernah mengungkapkan bahwa hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.
25
masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi suatu perkara atau masalah yang ada
ternyata belum diatur oleh perundang-undangan atau telah diatur tapi tidak lengkap
sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami
dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya selalu
dirasakan adil oleh masyarakat.
Peraturan perundang-undangan mempunyai banyak masalah antara lain, tidak
fleksibel, tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau
tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau
rechstvacuum. Barangkali yang tepat adalah kekosongan Peraturan perundang-
undangan bukan kekosongan hukum.
Peraturan perundang-undangan bersikap statis dan tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi
oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan,
menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.
Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tersebut
diatas “..tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret,
oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan
dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu”. Hal
tersebut mengandung arti bahwa peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari
peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat
diterapkan.
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Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang
kemudian membutuhkan suatu konsep penemuan hukum oleh hakim meskipun dalam
hal tertentu penemuan hukum ini dibatasi demi keadilan. Kekosongan hukum sangat
mudah terjadi jika sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Rekan hakim
pun dituntut bukan sebagao terompet undang-undang.
3. Metode Penemuan Hukum
Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh
Majelis Hakim merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim
dianggap tahu hukum (ius curianovit), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui
semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada
pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara
yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum
tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak
hukum, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat (Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam mengadili suatu perkara
yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa
yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Mjelis hakim sebelum menjatuhkan
putusannya terlebih dahulu hrus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari
Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam
persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan
mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang
27
konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka
Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap
peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-
pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat
menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-
pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).
Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa
dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:
a. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
b. Kepala adat dan pensihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15
Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh
terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan
berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak
sesuai dengan perkembangan hukum kontenporer. Tetapi hakim dapat
berpedoman sepanjang putusan terebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-
pihak yang berperkara,
d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain
yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.
Hakim menemukan hukum sebagai sumber-sumber sebagaimana tersebut
diatas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus
mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan dan konstruksi. Metode
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interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, masih tetap berpegang
pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran
logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana
hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat
hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dahulu dikenal dengan
doktrin Sens clair yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh
dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau
peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum
oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin Sens clair ini
sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap
hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa
hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam
arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan
interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan
lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zama.
Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya harus
mengacu pada beberapa prinsip yaitu :
1) Prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran
hendaknya berdasar pada arti dan hakekat secara literal dari aturan hukum dan
harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
2) Prinsip kesatuan yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu
kesatuan teks yang tidak terpisah
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3) Prinsip genetis yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan
teks asli harus dijadikan pertimbangan utama demikian pula dengan tata bahasa,
budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat
hukum.
4) Prinsip perbandingan yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan
perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang
sama di suatu waktu.
Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi
tiga bagian yaitu metode penemuan hukum interpretasi, konstuksi, dan hermeneutika.
a) Metode Interpretasi
Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang
menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada
peristiwa hukum tertentu penafsiran oleh hakim merupakan.
b) Metode Konstruksi Hukum
Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal,
oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan
boleh tidak dilaksanakan.Tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam
perkara konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari
keadilan.
c) Metode Hermeutika Hukum
Hermeutika Hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum
atau metode memahami suatu naskah normatif. Dimana metode ini yang menjadi
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objek untuk ditafsirkan yakni teks hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara,hasil
ijtihad hukum dan yurisprudensi.
(1) Penemuan hukum dengan metode interpretasi.
Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:
(a) Metode penafsiran substantif.
Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu
teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki rapat
penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.
(b) Metode penafsiran gramatikal
Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis,
putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis . Untuk
mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan
dengan menguraikannya dengan bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran
gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan
penafsiran yang lain.
(c) Metode penafsiran sistematis atau logis.
Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya
dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem
hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh,
tidak merupakan bagianyang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.
(d) Metode penafsiran Historis
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Penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut.
Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran
menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum.
(e) Metode penafsiran sosiologis dan teleologis
Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan
kemasyarakatan. Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan
pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan tujuan undang-undang
itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yng
telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan kondisi dan situasi
saat ini atau situasi sosial yang baru.
(f) Metode penafsiran Komperatif
Interpretasi Komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan
memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling
banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Diluar hukum
internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.
(g) Metode penafsiran restriktif
Interpretasi penafsiran restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-
undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan
mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
(h) Metode penafsiran ekstensif
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran
melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.
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(i) Metode penafsiran futuristik
Metode penafsiran futuristic adalah penafsiran undang-undang yang brsifat
antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai
kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya suatu rancangan undang-undang yng
masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.
5. Penemuan hukum dengan metode konstruksi
Pada umumnya para praktisi hukum dikalangan Eropa Kontinental tidak
memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan
penemuan hukum metode konstruksi. Sebaiknya para praktisi hukum dikalangan
Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum
metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. LB Curzon
mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda,
interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan
konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan,
dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam
peristiwa konkrit yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam
penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu
: (1) konstruksi harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang
bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di
dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak
dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam
peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasana-kejelasan. Konstruksi harus
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dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus
cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan .
Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit
dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.
Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat
dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:
a) Argumen Peranalogian
Konstruksi ini juga disebut dengan “analohi” yang dalam hukum islam
dikenal dengan “qiyas”. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim
harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya,
tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.
Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya
kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan
yang serupa dengan mencari unsur-unsur. Persamaanya dengan menggunakan
penalaran pikiran secara analogi. Jika pemakaian analogi dilaksanakan secara baik,
maka akan memecahkan problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang
baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang
dijadikan persamaan itu.
b) Metode argumentum a’ contrario
Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan
hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa
tertentu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Sedangkan Sudikno
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Mertokusumo mengemukakan bahwa argumentum a’ contrario titik beratnya
diletakkan pada ketidakpastian peristiwanya. Tujuan argumentum a’ contrario ini
adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, jadi
argumentum a’ contrario bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan
rumusan peraturan tertentu.
c) Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijnings)
Konstruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum,
penyempitan hukum, dan ada pengkonkretan hukum.
d) Fiksi hukum
Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru
kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi  baru dihadapan kita. Adapun  fungsi
dari fiksi hukum ini disamping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas
hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang.
Menurut Achmad Ali, SH., MH. harus dibedakan antara fiksi yang sudah
tertuang dalam putusan hakim, bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi judge  made
law, telah menjadi kenyataan. Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-
undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran
dan nalarnya. Untuk memilih, metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan
untuk diterapkan dalam suatu perkara.
6. Penemuan hukum dengan metode Hermeneutika Hukum.
Pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan
hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu
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metode Hermeneutika Hukum. Menurut Gadamer, Hermeneutika Hukum dalam
kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya,
ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan
kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli
hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora). Tujuan hermeneutika
hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas.
Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi hukum atau metode
memahami terhadap suatu naskah normatif.
Penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai metode atau
penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta
memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode hermeneutika hukum terletak
pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan Halistik dalam
bingkai kesatuan antara teks, kontek dan kontektualisasinya. Peristiwa hukum
maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan
dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat
dari faktor-faktor  yang melatarbelakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa
akar masalahnya adakah intervensi politik yang melahirkan dikeluarkan suatu
putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan
hukum dan keadilan dikemudian hari. Dalam praktek peradilan tampaknya metode
hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang digunakan. Hal ini disebabkan
karena dominannya metode interpretasi dan konstruksi hukum yang sudah sangat
mengakar dalam praktek di Peradilan Indonesia.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian dari
sudut pandang normatif dengan melihat aspek hukum sebagai bangunan sistem
norma.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kota Makassar.
Dengan pengkhusuan lokasi pada Pengadilan Negeri Makassar. Alasan tempat ini
dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh karena pada yaitu di Pengadilan Negeri
Makassar sudah mengadili perkara praperadilan yang objek atas sah tidaknya
penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.
B. Jenis Pendekatan
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(The Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum serta juga menggunakan
pendekatan kasus (CaseApproach) yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dan
alasan-alasan hukum apa saja yang digunakan oleh Hakim sampai dijatuhkan
suatu putusan olehnya. Selain itu juga menggunakan pendekatan Analisis Konsep
Hukum (Analitical & Conceptual Approach) yaitu dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang akan
melahirkan ide-ide dan konsep-konsep sesuai dengan isu yang dihadapi. Sehingga
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diharapkan mampu menjadi landasan untuk membangun argumentasi untuk
memecahkan mengenai isu tersebut.
C. Sumber Bahan Hukum
Karena penulisan karya ilmiah ini, menggunakan penelitian normatif,
maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam karya
ilmiah ini terdiri atas asas dan kaidah hukum yaitu :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
d. Putusan MK Nomor : 21/PUU- XIII/2014
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber hukum yang bersifat pelengkap bagi
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri atas buku-buku hukum, materi muatan internet yang berkaitan
dengan rumusan masalah.
3. Bahan Hukum Tersier yakni sumber yang bersifat non hukum. Bahan hukum
Tersier yang digunakan dalam karya ilmiah ini yakni KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia)
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah
ini adalah teknik studi dokumen, mengutip secara langsung dari literatur-literatur
dan perundang-undangan.
E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
setelah bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan
penilaian dan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seharusnya
menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Makassar
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor
18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7" LS.
Adapun batas-batasnya sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan Jln.
Kartini; Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;Sebelah selatan
berbatasan dengan Jln Ammanagappa; Sebelah barat berbatasan dengan gedung
kejaksaan negeri makassar.Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada
tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga
jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur
(sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan
Ammanagappa) Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi
Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK
Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi
menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar.Dahulu, bangunan
ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, merupakan pengadilan
untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya
dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-
orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan.
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2. Visi dan Misi
a. Visi
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung"
b. Misi
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar
Untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan perusahaan perlu
diketahui batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil
yang ada dalam instansi maupun organisasi lain, wewenang dan tanggung jawab
setiap bagian personilnya  harus saling bekerjasama.
Struktur organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang menyusun suatu
kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan
hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-
tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efesien.
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:
a. Ketua Pengadilan
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan
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2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh karyawan
3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan
pengawasan atas : -Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para
Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah
hukumnya:-Masalah-masalah yang timbul;-Masalah tingkah laku/
perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah
hukumnya;-Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta
berkas perkara
5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau
tanpa membayar biaya perkara)
b. Wakil Ketua Pengadilan
1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2) Mewakili ketua bila berhalangan
3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
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4) pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
c. Hakim
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya . Dalam perkara perdata,
hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi
hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.
d. Panitera
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
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6) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7) pelaksanaan mediasi;
8) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
9) pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
e. Panitera Muda Perdata
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata.Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Muda Perdata melaksanakan
fungsi :
1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan;
4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;
5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;
6) pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
f. Panitera Muda Pidana
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Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara
di bidang pidana.Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana
menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2) pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3) pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;
4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan;
g. Panitera Muda Khusus Niaga, PHI, dan Tipikor
Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi
perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan tindak pidana korupsi serta perkara khusus
lainnya yang diperlukan.Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana
menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
khusus;
2) pelaksanaan registrasi perkara khusus;
3) pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon;
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4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan;
5) pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
h. Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip
perkara serta Pelaporan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
1.) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2.) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
3.) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
4.) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
i. Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang
bersangkutan.
j. Jurusita
a) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan
olehHakim Ketua Majelis
b) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
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c) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
d) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian
diberikan kepada pihak-pihak terkait
k. Sekretaris
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,
sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri
Kelas I A Khusus.
Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2) pelaksanaan urusan kepegawaian;
l. Kepala Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata
laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan
perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
2) pelaksanaan urusan kepegawaian;
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m. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta
reformasi birokrasi.
o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
B. Analisis Penemuan Hukum Oleh HakimDalam Putusan Praperadilan
Tentang Penetapan Status Tersangka
1. Dasar Pertimbangan Hakim MK dalam Memutuskan PenetapanStatus
Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014
Konsep kuno yang menempatkan hakim hanya sekedar terompet undang-
undangyang bersumber dari kalimat yang pernah dikumandangkan oleh Baron de
Charles de Secondat Montesquieu(1689-1755) empat abad silam: “the judge as la
bouche de la looi, as the mouthpiecce of the law”, tampaknya oleh banyak
kalangan, termasuk sebagian kalangan hakim sendiri di abad ke-21 ini masih
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dianggap berlaku. Bahkan ada kalimat yang lebih ekstrem legalistik dari
Montesquieu: “Tidak dituntut hakim yang berpikir!”.1
Paradigma hakim sebagai “terompet undang-undang” inilah, yang harus
dihapuskan dari praktik peradilan kita di Indonesia, jika kita menginginkan
lahirnya putusan-putusan hakim yang lebih “responsif” meminjam istilah Nonet
& SelZnick yang di populerkan oleh Satjipto Rahardjo. Sebenarnya, Undang-
Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia (UU No Tahun 2004)
khususnya pasal 28 (1) :
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Untuk mampu mengimplementasikan pasal tersebut, sangat tepat imbauan
Carbonnier: “Demikianlah senantiasa telah terjadi bahwa selama ribuan tahun,
dituntut adanya para hakim yang berfikir.2
Alles binnen de kader van de wet, cara berhukum semata-mata
berdasarkan undang-undang atau istilah lain yang ditemukan adalah “mengeja
undang-undang”3. Pertimbangan hakim adalah upaya penting dalam menemukan
sisi keadilan. Ronald Dworkin mengungkapkan, bahwa membaca UUD itu tidak
sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca dengan sungguh-
1Ali dan Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang – Vol. 1 Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana,
2009), h.477.
2Ali dan Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang – Vol. 1 Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana,
2009), h.477.
3Satjipto Rahardjo,Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks,(Jakarta : Rajawali Press, 2011),
h.3.
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sungguh (taking law seriously) dan membaca UUD sebagai pesan moral (the
moral reading of the constitution).4
Dalam legal standing (kedudukan hukum) atau yang artinya hal yang
mendasari pembenaran subyektum pencari keadilan mengajukan permohonan
pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi.
Pemohon harus dapat mendalilkan standing yang mendasari pengajuan
permohonan pengujiannya itu. legal standing adalah entitle atau hak yang
membenarkan subyektum mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
legal standing tidak lain dari hak gugat.
Adapun dalam permohonan pada putusan No. 21/PUU-XII/2014,
pemohon memiliki dalil yakni bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945
apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka,
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dan pemohon memohon pada
Mahkamah untuk mengadakan suatu perluasan objek praperadilan yakni salah
satunya dimasukkannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek yang dapat
di praperadilankan.
Atas dasar tersebut, Mahkamah mempertimbangkan secara garis besar,
Pertama, yakni ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara
hukum, asas Due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak
asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung
tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. KUHAP sebagai
4Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, h.164.
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hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan
sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan
pelanggaran hak asasi manusia.
Kedua, penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
juga berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya dan
terealisasinya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
termaktub dengan jelas dalam alinea ke empat UUD 1945 yakni melindungi
segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Ketiga, sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur , yaitu
tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai
harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum.
Keempat, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas
tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal
mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan
prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak
sah seperti di Amerika Serikat.
Kelima, bahwa keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk
pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang
terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada
zamannya aturan praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.
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Namun nyatanya, pranata praperadilan tidaklah berjalan maksimal sesuai
fungsinya memerankan peran pengawasan karena praperadilan hanya bersifat
post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya dan
pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif,
sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.
Keenam, Mahkamah berpendapat bahwa sejak diberlakukannya KUHAP
pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan dinamisnya kehidupan
masyarakat, maka kini objek penetapan tersangka perlulah menjadi hal yang
perlu diajukan.
Ketujuh, ditegakkan dan dilindunginya proses praperadilan adalah
bertujuan agar tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan
dan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak
asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan
penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah
melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata
praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal
1 angka 10junctoPasal 77 huruf a KUHAP. Padahal penetapan tersangka adalah
bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan
sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi
seseorang.
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Kedelapan, dinyatakan apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara
ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, pranata
praperadilan dihadirkan sebagai upaya realisasi perlindungan hak asasi manusia
yang termaktub dan dilindungi dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat
dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata
praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seeorang dalam proses pidana
memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat,
dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Atas kedelapan pertimbangan
tersebutlah, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon mengenai penetapan
tersangka menjadi objek yang di adili oleh pranata praperadilan adalah beralasan
menurut hukum.
2. Objek Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Setelah Berlakunya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
a. Praperadilan
Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak
Habeas Corpus dalam system peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan
fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas
Corpus Art memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah
pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas
dirinya (polisi atau jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak
melanggar hukum atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
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Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus:
1) Sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan5
4) Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti 6
Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
1) Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya
bertentangandengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atau apakah penahanan
yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24
KUHAP.
2) Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan.
3) Penuntut Umum atau pihak lain yang berkepentingan untuk memeriksa sah
tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang
dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban
Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka,
keluarganya atau penasehat hukumnya, harus didasarkan atas:
1) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
2) Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
dan undang-undang
5Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, BAB X,Bagian 1,Pasal 77
6Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, BAB X,Bagian 1, Pasal 82 (1)
huruf b
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3) Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.
Proses Pemeriksaan Pra peradilan adalah sebagai berikut:
1) Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera7
2) Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon
dan termohon pra peradilan.
3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa,
permohonan tersebut harus diputus
4) Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri
menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon
menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri
membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
5) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan
pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur.
Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai praperadilan
diantaranya :
1) Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) ,
kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian
penyidikan dan penuntutan8
7Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, BAB X,Bagian 1,Pasal 78
8Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, BAB X,Bagian 1,Pasal 83
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2) Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan praperadilan
sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan
tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
3) Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya
penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
4) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Meskipun semua aturan tentang praperadilan telah dirangkum secara jelas di
dalam KUHAP, namun Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan
putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan “penetapan tersangka”
sebagai salah satu objek praperadilan. Adapun tujuan utama dari putusan tersebut
yakni menegakkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi
negara.Pembahasan pada penelitian ini selanjutnya akan diuraikan mengenai
Objek Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Setelah Berlakunya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
Dari hasil penelitian di temukan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah
banyak menangani praperadilan khususnya terkait penetapan status tersangka
pasca adanya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Namun, yang
dikhawatirkan adalah banyaknya perkara praperadilan yang harus ditangani oleh
pihak Pengadilan Negeri Makassar akan mengganggu kinerja Pengadilan untuk
penanganan kasus yang lainnya.
Dari hasil wawancara oleh salah satu pihak yang ada di Pengadilan Negeri
Makassar yaitu seorang hakim yang bernama Bapak Cening Budiana, S.H., M.H
yang mengatakan bahwa :
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“Yang jelasnya di Pengadilan Negeri Makassar sendiri sudah banyak
menangani praperadilan khususnya mengenai penetapan status
tersangka. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu
melampaui kewenangan MK atau tidak, kami sesama hakim tidak bisa
menilai putusan hakim yang lainnya. Tapi, pada dasarnya putusan MK
tersebut harus dihormati dan ditaati. Jika berbicara masalah adil atau
tidaknya, semua kembali ke penilaian masing-masing karena masih
banyak juga yang Pro-kontra dengan putusan MK tersebut”9
Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari situs resmi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai
berikut:
Tabel 4.1
Daftar perkara pidana Praperadilan terkait penetapan status tersangka di
tahun 2017.
No. No.Perkara Tgl. Reg. Para Pihak Status Perkara
Lama
Proses
1. 16/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
19 Juli
2017
Pemohon:
1. Rusdin
2. A. Jayanti
Ramli
Termohon :
Kepala
Kejaksaan Tinggi
Sul-Sel
Penetapan Majelis
Hakim/Hakim
2 Hari
2. 15/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
12 Juli
2017
Pemohon:
Hamka H.S
Termohon :
Direktur Reserse
Kriminal Umum
Polda Sulsel
Penetapan Majelis
Hakim/Hakim
9 Hari
3. 14/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
20 Juni
2017
Pemohon:
Ferry Tansil
Termohon:
1.Kepala
Kepolisian
Daerah Sul-Sel.
2.Kepala
Penetapan Majelis
Hakim/Hakim
31 Hari
9Hasil Wawancara Dengan Bapak Cening  Budiana salah satu Hakim Di Pengadilan
Negeri Makassar, Senin 17 Juli 207 Pukul 09.00 WITA
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Kejaksaan Tinggi
Sul-Sel
4. 11/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
02 Juni
2017
Pemohon:
Adi Ismail
Termohon:
KAPOLRESTAB
ES MAKASSAR
Minutasi 18 Hari
5. 09/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
22 Mei
2017
Pemohon:
Hendrik Wijaya
Termohon:
KAPOLDA Sul-
Sel
Minutasi 23 Hari
6. 07/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
12 Mei
2017
Pemohon:
1.Yuvie Kurnia
Ningsih
2.Irwantoho, SE,
MH
Termohon:
KAPOLDA Sul-
Sel
Sidang Pertama 70 Hari
7. 03/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
06 Maret
2017
Pemohon :
1.Abd. Hakim
2. Andi Itang kr.
Runna
3.Lieyanto
Hendra
Termohon:
KAPOLRI Cq.
Unit 1 SUBDIT
IV Dit.
Reskrimum
POLDA Sul-Sel
Minutasi 23 Hari
8. 04/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
06 Maret
2017
Pemohon:
Ratnawati
Sirapanji
Termohon :
KAPOLRI Cq.
KAPOLDA
SULSELBAR
Cq.
KAPOLRESTAB
ES Cq. KASAT
RESKRIM
POLRESTABES
Makassar
Minutasi 18 Hari
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9. 02/Pid.Pra/
2017/PN
Mks
26
Januari
2017
Pemohon:
HJ. Mardiana
Kadir, SH
Termohon :
KAPOLRI Cq.
KAPOLDA
SULSELBAR
Cq.
KAPOLRESTAB
ES Cq. KASAT
RESKRIM
POLRESTABES
Makassar
Putusan 176 Hari
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan
praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar sudah mengundang animo
masyarakat dan pengadilan juga telah memutus perkara praperadilan khususnya
tentang penetapan status tersangka. Masyarakat tentu sangat mengharapkan
putusan seadil-adilnya. Tentunya, hal tersebut akan menjadi tugas baru bagi para
penegak hukum dalam hal ini , Hakim pengadilan yang di beri amanat penuh oleh
undang-undang. Sebagai dasar dalam menjalankan amanat tersebut berikut adalah
ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-qur’an.
                 
Terjemahnya :
"Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang,
kecuali orang yang Kami ketemukan harta benda Kami padanya, jika
Kami berbuat demikian, Maka benar-benarlah Kami orang-orang yang
zalim".10
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira,
2015), h.74.
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               
              
Terjemahnya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”11
                  
               
Terjemahnya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”12
Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peradilan harus
diutamakan keadilan karena Allah memiliki sifat maha adil, keadilannya penuh
dengan kasih saying kepada makhluk-makhluknya.
Setelah melakukan analisis, penulis berpendapat bahwa Putusan hakim
MK Nomor : 21/PUU-XII/2014merupakan perluasan objek praperadilan karena
penetapan status tersangka bukan merupakan objek praperadilan seperti yang
diatur pada Pasal 77 dan Pasal 1 angka 10 KUHAP seperti pada penjelasan
sebelumnya. Memang betul, hal ini dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira,
2015), h. 167.
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira,
2015), h. 45.
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Undang - Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5
ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Dari pasal tersebut terlihat bahwa hakim mempunyai wewenang untuk
melakukan penemuan hukum agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.Disisi
lain, pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan
status tersangka tersebut bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam
praperadilan. Tugas praperadilan di Indonesia terbatas . Beda halnya dengan di
Eropa yang juga mengenal lembaga semacam itu, tetapi fungsi hakim komisariat
di negeri Belanda dan Judge d’ Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut
praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan,
penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.13
Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, berpotensi
membuka pintu upaya hukum yang luas bagi para tersangka untuk mengajukan
gugatan praperadilan mengenai penetapan tersangka terhadapnya. Padahal, itu
sama saja Mahkamah telah melahirkan norma baru yang diluar dari
wewenangnya. Padahal, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat.
Rumusan aturan yang tercantum dalam KUHAP tidak semudah itu dirubah.
Untuk mendukung argumentasi atau opini penulis, berikut akan dipaparkan
mengenai pendapat berbeda (dissenting opinion)dari tiga orang hakim
konstitusiterhadap putusan Mahkamah tersebut.
13Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014),  h.187.
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1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpendapat sebagai berikut :
a. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan
berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan
individu dan kepentingan publik.
b. Jika dalam konsepsi pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya
dilakukan oleh hakim komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris
untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidak-tidaknya tidak
disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi
praperadilan (yang notabene bukan pemeriksaan pendahuluan dan
hakimnya pun bukan hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan
hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka.
c. Jangankan manakala kita masih ragu apakah KUHAP menganut Due
Process Model sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan
penetapan tersangka sebaai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga
tertolak.
d. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan
tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini
suatu kata atau istilah harus diartikan dalam rangkaiannya dalam arti
bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena
penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam rangkaian pengertian upaya
paksa maka dia bukanlah objek praperadilan.
e. Tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup
praperadilan tidaklah bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR. Dengan
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demikian, hal tersebut bukanlah perbuatan yang dipersalahkan menurut
hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya
tanggung jawab negara.
2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim berpendapat sebagai berikut :
a. Apabila prosedurnya sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan
praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar
merupakan penegakan hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi
tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur
yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.
b. Jika dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan
wewenagnya, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian
atas penerapan hukum adalah kewenagan institusi lain, bukan merupakan
Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim Konstitusi Aswanto.
a. Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu
norma berdasarkan UUD 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka
sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran.
b. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang
dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan
tersangka. Ketentuan a quo sudah sangat jelas mengatur apa saja yang
dapat di uji di forum praperadilan.
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c. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan
yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma
baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan
kewenangan pembentuk undang-undang.
d. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam
Pasal 77 huruf a KUHAP tidak dapat menjadikan ketentuan tersebut
inkonstitusional.
e. Apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan
menjaga  hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja
dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-
undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini,
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditemukan
bahwa pertimbangan hakim yang paling utama ada tiga hal yaitu KUHAP
tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka
oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas
keabsahan perolehan alat bukti, Penetapan tersangka belum menjadi isu
penting dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
dinamis sejak KUHAP berlaku, maka objek penetapan tersangka haruslah
menjadi hal yang perlu diajukan serta dasar pertimbangan hakim yang paling
krusial adalah penegakan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses
penyidikan dan pemeriksaan yang harus direalisasikan.
2. Dari hasil penelitian di temukan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah
banyak menangani praperadilan khususnya terkait penetapan status tersangka
pasca adanya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Dari hasil wawancara
oleh salah satu pihak yang ada di Pengadilan Negeri Makassar yaitu seorang
hakim yang bernama Bapak Cening Budiana, S.H., M.H yang mengatakan
bahwa pada dasarnya putusan MK tersebut harus dihormati dan ditaati.
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B. Saran
1. Seharusnya lembaga negara yang satu dengan yang lainnya harus saling
mengimbangi dan mengawasi. Pembagian kekuasaan masing-masing
lembaga negara telah di atur dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Pembagian kekuasaan tersebut meliputi kewenangan legislatif sebagai
pembentuk undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-
undang, dan Yudikatif sebagai pengawas undang-undang. Dimana MK
yang memiliki kewenangan Yudikatif telah menghilangkan prinsip
checks and balance antar lembaga negara karena telah memasuki
kewenangan legislatif dengan memasukkan penetapan tersangka
sebagai objek praperadilan dalam putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014.
Harusnya, dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek
praperadilan adalah kewenangan dari lembaga legislatif dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sebaiknya kinerja Pengadilan Negeri  harus lebih ditingkatkan lagi
mengingat putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan
penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tidak hanya mengikat
pihak pemohon saja tapi mengikat secara umum (erga omnes).
Masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan akan
mengundang animo masyarakat sehingga akan banyak pihak yang
ditetapkan sebagai tersangka mengajukan praperadilan. Tentunya hal
tersebut akan mengganggu kinerja Pengadilan untuk penanganan kasus
yang lainnya.
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kegiatan ekstrakurikuler seperti mengikuti sanggar tari Trevia,
Pramuka, Gerak jalan, senam sehat, dan sering mengikuti
lomba menari tingkat SD se-Kabupaten Luwu Utara. Pernah
mengikuti lomba mewarnai tingkat SD Se-Kabupaten Luwu
Utara dan Pernah mendapatkan Juara 1 pada perlombaan
membaca Al-qur’an tingkat remaja masjid Al-Amin Petambua desa Radda.
Lalu melanjutkan sekolah di SMPN 4 Masamba. Pada saat bersekolah di SMP 4
Masamba, pernah mendapat Juara  1 Lomba menulis cerpen tingkat SMP se-Luwu
Utara dan mewakili Luwu utara pada kejuaraan menulis cerpen tingkat Kabupaten se-
Sulawesi Selatan. Menamatkan pendidikan di SMAN 1 Masamba dan melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar pada fakultas Syariah dan
hukum, jurusan Ilmu Hukum. Selama berkuliah pernah mengikuti kompetisi kampus
se-UIN Alauddin Makassar diantaranya : Juara 1 Lomba cerpen Islami yang diadakan
oleh LDK (Lembaga Dakwah Kampus), Juara I Lomba membuat Video pada
kegiatan Talk Show semarak hari Ibu, Juara 2 Lomba menulis Essai pada acara milad
ke-9 UKM LDK Al-Jami, dan Juara  1 Lomba menulis cerpen dengan tema
“Nasionalisme” yang diadakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Serta
kompetisi terakhir yang diikuti selama masa study yaitu NMCC (National Moot
Court Competition) ALSA Piala MA XX di Manado pada Februari 2017.
Selama berkuliah juga aktif mengikuti kegiatan kampus dan workshop eksternal
kampus diantaranya : Seminar dan Tausiyah Muharram, Seminar islami dengan tema
“Mereka Menipu Dunia”, Bedah buku “Otobiografi Motivasi-Melawan Takdir”,
Diskusi Buku “Mereka besar karena membaca”, Training BASicMAfahim dengan
tema “Days of Islam’s Future Past”, Seminar dan Bedah buku “Assalamualaikum
Beijing”, turut berpartisipasi dalam kegiatan Talk Show semarak hari Ibu yang
diselenggarakan oleh UKM LDK Al’JAMI UINAM, mengikuti “Talkshow Juara
Kampus” dan Try Out Akbar di Unhas, Penyuluhan Hukum dengan tema “Hak-hak
seseorang dalam proses Hukum Pidana” dan sebagai peserta dalam pelaksanaan TOT
(Training Of Trainer) dan Penyuluhan Hukum.
